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ABSTRAK 

Laporan magang ini menjalaskan aktivitas yang dilakukan penulis selama magang 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, serta menguraikan pendataan pajak 

reklame di Kota Surakarta dari pemasangan reklame, aktor terkait hingga realisasi 

pajaknya. Data realisasi pajak yang diuraikan merupakan data dari laporan realisasi 

pajak reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta pada tahun 2020 sampai 

2023. Kesimpulan yang diperoleh dari data realisasi pajak reklame di Kota 

Surakarta adalah tiap tahunnya konsisten mengalami tren peningkatan pendapatan, 

walaupun pada tahun 2022 dan 2023 realisasi  pajak reklame tidak melampaui 

target yang ditentukan. Pendapatan pajak reklame tetap menunjukkan peningkatan, 

mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam pengelolaan pajak reklame untuk 

mendukung pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan sektor pajak reklame efektif 

dalam mengelola dan berpotensi besar dalam peningkatan pajak daerah. 

 

Kata kunci: pajak daerah, pajak reklame, pendapatan daerah, peningkatan 

pendapatan daerah.  
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Latar Belakang 

Pada era kemajuan teknologi dan transformasi digital saat ini, pemerintahan daerah 

di Indonesia semakin memperhatikan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah dan 

retribusi daerah. Hal ini juga tercermin dalam upaya Pemerintah Kota Surakarta 

yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum 

bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta dalam menjalankan 

tugasnya terkait pendataan dan pemungutan pajak serta retribusi. 

Magang ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam 

dunia nyata. Dengan berada di lingkungan Bapenda, Penulis dapat belajar tentang 

proses pendataan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, juga dapat 

memahami bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

pelaksanaan pajak dan retribusi di daerah. 

Penulis tertarik untuk mengambil topik pendataan pajak reklame sebagai 

upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Surakarta. Meskipun kontribusi pajak 

reklame terhadap total pendapatan pajak tidak sebesar pajak lainnya, proses dan 

prosedurnya sangat menarik bagi penulis. Selain itu, data realisasi pajak reklame di 

Kota Surakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yang 

menjadi alasan tambahan bagi penulis untuk memfokuskan studi magang penulis di 

bidang ini. 
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Tujuan Magang 

Dalam melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Surakarta penulis memiliki tujuan agar:  

1. Mampu memahami dan menerapkan ilmu yang diperoleh pada mata kuliah 

Perpajakan 1 mengenai Pendapatan Daerah, khususnya terkait pajak reklame 

sebagai salah satu sektor penyumbang peningkatan pendapatan daerah kota 

Surakarta. 

2. Memahami relasi antar institusi yang berkepentingan terkait perizinan 

pemasangan reklame sebagai salah satu pendapatan daerah di kota Surakarta. 

3. Meningkatkan keterampilan dalam memecahkan permasalahan terkait 

perizinan pemasangan reklame di Kota Surakarta. 

Manfaat Magang 

Kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga diharapkan 

dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis 

a. Mendapat pengalaman langsung dalam proses pengelolaan keuangan 

pendapatan daerah seperti pemungutan pajak, pendataan transaksi dan 

pelaporan keuangan. 

b. Mengembangkan keterampilan kerja tim dan komunikasi yang penting 

dalam lingkungan kerja profesional. 

c. Meningkatkan literasi tentang perpajakan dan pendapatan daerah. 
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d. Memiliki kesempatan untuk membangun jaringan profesional dengan para 

praktisi dan profesional di bidang pajak dan pendapatan daerah. 

2. Manfaat bagi STIE YKPN Yogyakarta 

a. Menjalin Kerjasama yang baik antara STIE YKPN Yogyakarta dengan 

Bapenda Kota Surakarta. 

b. Memberikan umpan balik berharga bagi STIE YKPN Yogyakarta tentang 

relevansi kurikulum STIE YKPN Yogyakarta dengan kebutuhan industri 

keuangan publik 

3. Manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta  

a. Bapenda dapat terbantu menyelesaikan pekerjaan yang ada, terutama yang 

berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi. 

b. Bapenda dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitasnya 

dengan adanya kegiatan magang. 

Profil Organisasi BAPENDA Surakarta 

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi magang karena 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh STIE YKPN YOGYAKARTA. 

Organisasi atau instansi pemerintah yang disebut Badan Pendapatan Daerah Kota 

Surakarta bertugas mengatur kebijakan daerah mengenai pengelolaan pajak daerah 

dan pendapatan kompensasi daerah di Kota Surakarta.  
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Struktur Organisasi dan Tugas Karyawan 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kota Surakarta 

Sumber: https://bapenda.surakarta.go.id/struktur-organisasi/ 

Aktivitas Magang 

1. Menginput dan Mengunggah Permohonan Pajak Reklame pada Sistem E-

Layanan 

Pajak reklame merupakan beban/biaya yang harus dibayar agar bisa 

mendapatkan izin dalam penyelenggaraan reklame. Penulis melakukan agenda 

pajak reklame yaitu permohonan NPWPD pribadi dan badan, permohonan 

objek baru reklame, dan permohonan perpajangan reklame melalui sistem e-

layanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. E-layanan pajak kota 

Surakarta merupakan platform digital yang disediakan oleh pemerintah kota 

Surakarta untuk memudahkan warga dalam melakukan berbagai transaksi 

perpajakan secara online. Agenda reklame menginput dan mengunggah di 

sistem e-layanan seharusnya dilakukan oleh masing-masing wajib pajak, tapi 
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dengan kondisi dimana wajib pajak reklame masih pasif menyebabkan petugas 

dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang membantu untuk 

menginput data terkait permohonan NPWPD pribadi dan badan, permohonan 

objek baru reklame, dan permohonan perpajangan reklame. Setelah melakukan 

agenda pajak reklame, tahap selanjutnya merekap data perpanjangan tersebut 

ke dalam microsoft spreadsheet secara urut sesuai dengan nomor pelayanan.  

  Berikut tampilan pada Sistem E-Layanan Badan Pendapatan 

Daerah Kota Surakarta, dan perekapanya: 

 

Gambar 2.2 Tampilan Jenis Layanan Pajak Reklame E-Layanan Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta 
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Gambar 2.3 Tampilan Form Permohonan Pajak Reklame E-Layanan Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan Nomor Pelayanan Pajak Reklame E-Layanan Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta 
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2. Memisahkan dan Merekap Berkas Permohonan NOP Baru, Mutasi dan 

Pembetulan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan 

SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan 

oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi 

dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak. Penulis melakukan pemisahan 

berkas permohonan NOP baru, permohonan mutasi/perubahan subjek dan 

objek pajak (pecah/gabung), dan permohonan pembetulan subjek dan objek 

pajak pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah memisahkan berkas, 

penulis mengecek perubahan yang ada pada berkas permohonan dengan 

dokumen SPPT, yaitu mengecek perbedaan data yang tertera pada surat 

pemberitahuan objek pajak dan sertifikat tanah dengan SPPT induk, lalu tahap 

selanjutnya merekap data perubahan tersebut kedalam spreadsheet (Gambar 

2.9) sesuai pemohonan/ perubahan yang diajukan dalam berkas permohonan 

tersebut. Adapun cara merekap berkas permohonan ke spreadsheets: 

1) NOP baru 

NOP atau Nomor Objek Pajak adalah kode identifikasi yang digunakan 

untuk mengidentifikasi sebuah objek pajak, seperti properti atau tanah.  

2) Pembetulan PBB-P2 

3) Mutasi (pecah/gabung) 

Berikut tampilan berkas permohonan SPPT PBB-P2 dan 

perekapannya: 
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Gambar 2.5 Berkas Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

 

Gambar 2.6 Berkas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
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3. Mencatat dan Menghitung Realisasi Observasi Visit Pajak Resto Daerah 

SIMPATDA merupakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang dibuat agar 

memudahkan petugas pajak serta masyarakat guna mengecek data perpajakan. 

Kegiatan mencatat realisasi pajak melalui sistem SIMPATDA yang terdapat 

daftar data Wajib Pajak seperti pada gambar 2.10 dengan mencetak kartu data 

yang tertera pad gambar 2.11, realisasi pajak dapat dihitung dengan mengecek 

nominal pajak dan pajak dibayar di kartu pajak sesuai dengan gambar 2.12. 

Tahap selanjutnya mencatat data tersebut dan menghitung jumlah realisasi 

pada spreadsheet, sesuai dengan tampilan 2.13. Berikut tampilan SIMPATDA 

Kota Surakarta dan rekapannya: 

 

Gambar 2.7 Tampilan Daftar Pendaftaran Wajib Pajak SIMPATDA Kota 

Surakarta. 
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Gambar 2.8 Tampilan Cetak Kartu Data Wajib Pajak SIMPATDA Kota 

Surakarta 

 

Gambar 2.9 Tampilan Kartu Data Wajib Pajak Resto 

4. Visitasi dan Observasi Objek Pajak Restoran 

Penulis melakukan visitasi dan observasi langsung di restoran Ayam Goreng 

Abrar, visit dan observasi dilakukan untuk menghitung jumlah pengunjung 

yang datang pada hari visit agar terhindar dari penyimpangan atau kecurangan 

pajak yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola restoran, visitasi dan 
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observasi tersebut juga diperlukan untuk menentukan besarnya pajak yang 

harus dibayarkan oleh restoran tersebut. Ini termasuk pengumpulan informasi 

tentang pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas keuangan lainnya. 

5. Mengedit Data NJOP Zona Reklame Retribusi 

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah 

untuk objek pajak tertentu, termasuk zona reklame. Retribusi zona reklame 

adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik reklame untuk penggunaan 

lahan atau fasilitas tertentu yang digunakan untuk pemasangan reklame. 

Penulis mengedit data NJOP Zona Reklame Retribusi dengan menambahkan 

data data baru melalui spreadsheet. Dalam menambahkan data baru penulis 

juga menginput zona pajak, zona retribusi serta zona baru berdasarkan data 

nama jalan, kecamatan dan kelurahan. Berikut tampilan rekapan edit data 

melalui spreadsheet: 

 

Gambar 2.10 Tampilan Rekapan Edit Data Melalui Spreadsheet. 
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6. Merekap ULAS Pengaduan Bapenda  

Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) adalah sebuah wadah atau mekanisme 

yang disediakan oleh pemerintah kota Surakarta sebagai sarana bagi 

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau pengaduan terkait 

berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi 

pemerintahan, atau masalah-masalah lainnya yang mempengaruhi kualitas 

hidup masyarakat. ULAS bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kota dan 

memberikan umpan balik kepada pemerintah terkait kinerja dan layanan yang 

diberikan. Berikut tampilan rekapan ULAS pengaduan Bapenda Kota 

Surakarta: 

 

Gambar 2.11 Tampilan Rekapan ULAS Pengaduan BAPENDA Kota 

Surakarta 
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7. Membuat dan Menyalin Dokumen Resmi: Berita Acara, Laporan dan 

Rekapitulasi 

1) Membuat dan mengkopi dokumen Berita Acara 

 

Gambar 2.12 Tampilan Berita Acara Hasil Pemeriksaaan, Laporan Cek 

Lapangan Reklame. 

2) Menyalin Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

 

 

Gambar 2.13 Tampilan Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Objek Pajak 

Kendaraan Bermotor. 
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3) Menyalin Laporan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga 

Listri (PBJT-TL)  

 
Gambar 2.14 Tampilan Laporan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa 

Tertentu Atas Tenaga Listri (PBJT-TL). 

Pajak Reklame di Kota Surakarta 

Kota Surakarta merupakan sebuah Kota di Jawa Tengah yang memiliki beberapa 

sumber pendapatan dari bebagai sektor ekonomi, salah satunya adalah pajak 

reklame. Pajak Reklame di Kota Surakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2023 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022. 

Alur Pemasangan Reklame 

Pemasangan reklame di Kota Surakarta diatur oleh peraturan daerah yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Peraturan ini mencakup beberapa 
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aspek yang harus dipatuhi wajib pajak terkait dengan perizinan pemasanagan 

reklame, Adapun alur pemasangan reklame sebagai berikut: 

1. Perusahaan swasta/brand melakukan transaksi binis menyewa tempat 

pemasangan reklame kepada vendor/ biro reklame. Dalam hal ini biasanya 

pihak brand juga mencetakan iklan tersebut pada biro reklame, karena 

kebanyakan biro reklame ini juga memiliki usaha percetakan. Selain itu, terkait 

pemasangan, izin dan pajak reklame juga diurus langsung oleh pihak biro 

reklame, yang artinya pihak biro reklame yang bertanggung jawab atas objek 

reklame sekaligus menjadi wajib pajak reklame. 

2. Vendor reklame yaitu selaku wajib pajak reklame, mengajukan permohonan 

pemasangan reklame ke Bapenda dengan menyerahkan formulir permohonan 

penyelenggaraan  reklame , formulir ini dibuat oleh Bapenda yang berguna 

untuk mengajukan permohonan penerbitan SKPD (surat ketetapan pajak 

daerah) dan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi semua ketentuan yang 

timbul atas penyelenggaraan reklame. 

3. Setelah wajib pajak melakukan pengajuan pemasangan reklame, Bapenda 

menerbit SKPD atau surat ketetapan pajak daerah yang harus dibayarkan oleh 

wajib pajak. Ketetapan pajak reklame didasarkan oleh pengenaan pajak reklame 

yaitu sebesar 25% x Nilai sewa reklame/tahun x ukuran reklame x (waktu 

pemasangan reklame + muka reklame). Waktu pemasangan reklame memiliki 

2 sifat yaitu permanen dan insidental, permanen memiliki jangka waktu selama 

satu tahun, sedangkan insidental memiliki jangka waktunya bisa dalam harian 
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atau mingguan.  Hasil perhitungan tersebut merupakan jumlah keseluruhan 

yang harus dibayar oleh wajib pajak. 

4. Setelah menerbitkan SKPD, Bapenda merekomendasikan perizinan 

pemasangan reklame tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu yang memiliki wewenang untuk memberi izin pemasangan 

reklame. 

5. Kemudian, Bapenda menyampaikan hasil perizinan pemasanagan reklame 

kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan permohonan tersebut.  

Pihak atau Aktor terkait Pajak Reklame 

Dalam Pajak Reklame terdapat banyak pihak/aktor yang terlibat dan pihak/ aktor 

tersebut memiliki kepentingan serta tujuan masing- masing, adapun pihak/aktor 

yang terlibat dalam permasangan reklame meliputi:   

1. Perusahaan swasta/brand sebagai penyewa pemasangan reklame kepada 

vendor reklame. 

2. Vendor/biro reklame sebagai penyedia jasa pemasangan reklame sekaligus 

sebagai wajib pajak yang mengajukan permohonan pemasangan reklame 

kepada Bapenda. 

3. Bapenda sebagai pihak yang berwenang terhadap perpajakan reklame 

sekaligus penyalur perizinan pemasangan reklame oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP 

sebagai pihak yang berwenang memberi izin pemasangan reklame sesuai 

ketentuan penyelenggaraan reklame. 

5. Pemerintah Kota sebagai instansi yang terkait tentang pelaporan pajak 

reklame. 

Pendataan Pajak Reklame di Kota Surakarta tahun 2020 dan 2023 

Tabel 4. 1 Pendataan Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2020 sampai 

2023 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah 

Kota Surakarta. Diolah penulis. 

 

 

Pajak Reklame sebagai Sektor Peningkatan Pendapatan Daerah 

Tabel 4. 2  Potensi Pajak Reklame Kota Surakarta 

Jenis Reklame 

Tahun 

2020 2021 2022 2023 

Reklame Papan/ 

Billboard/ 

Videotron/ 

Megatron 

10.975.628.016 14.533.242.500 16.687.719.000 17.037.464.600 

Reklame Kain 2.377.754 851.197.000 1.266.351.000 1.366.900.000 

Reklame Melekat/ 

Stiker 
0 4.326.400 0 0 

Reklame Selebaran 4.161.070 125.000 3.488.000 0 

Reklame Berjalan 17.833.160 1.784.000 42.442.000 0 

Uraian Tahun 
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Sumber: Bapenda Kota Sarakarta. Diolah Penulis. 

 

Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan pajak 

reklame antara lain: 

1. Materi Reklame tentang Iklan Rokok dalam Zona Sekolah 

2. Posisi Reklame Zat Adiktif 

3. Koordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Reklame (ASPRO)  

4. Penyelarasan antara Pajak dan Retribusi Reklame   

5. Prosedur Penetapan Titik Baru dan Lelang Reklame   

6. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pajak Reklame 

7. Pendataan Reklame yang Kurang Memadai  

Kesimpulan 

Pendapatan daerah dari pajak reklame di Kota Surakarta menunjukkan tren 

peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, dengan realisasi yang 

melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Peningkatan ini 

mengindikasikan efektivitas pengelolaan dan potensi besar yang dimiliki sektor 

pajak reklame dalam mendukung keuangan daerah. 

  

2020 2021 2022 2023 

Target 11.000.000.000 13.000.000.000 18.000.000.000 20.000.000.000 

Realisasi 12.759.909.730 15.390.674.900 16.583.491.700 18.404.364.600 
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Rekomendasi 

Untuk lebih memajukan pajak reklame sebagai sektor peningkatan pendapatan 

daerah dan memastikan keberhasilan pengelolaannya, berikut adalah beberapa 

rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah serta seluruh 

aktor terkait: 

1. Penegakan Regulasi dan Pengawasan 

2. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Aktor terkait 

3. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat  

4. Optimalisasi Pendataan dan Pengelolaan Data  

5. Prosedur Penetapan Titik Baru dan Lelang Reklame  

6. Meningkatkan Kerjasama antar Aktor terkait Pajak Reklame 

 

Refleksi Diri 

Kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan menjalankan kewajiban sebagai 

warga negara semakin tertanam dalam diri penulis. Penulis menyadari bahwa pajak 

bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah bentuk kontribusi nyata terhadap 

pembangunan daerah. Sebagai salah satu aktor dalam pendataan pajak reklame, 

penulis belajar bahwa integritas dan transparansi dalam melaksanakan tugas adalah 

kunci utama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pentingnya mematuhi 

peraturan dan ketentuan yang ada, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam 

pendataan dilakukan dengan jujur dan profesional, menjadi sangat jelas bagi 

penulis. Dalam menjalankan tugas ini, penulis berkomitmen untuk selalu 
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mengedepankan etika kerja yang tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat. 
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